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Seiring dengan adanya globalisasi, perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin berkembang secara pesat ditandai dengan adanya perubahan reformasi yakni melakukan pergeseran sistem dalam melaksanakan kebijakan pemerintah yang semula berwujud sentralisasi menjadi desentralisasi yang memfokuskan pada Pemerintah Daerah. Dengan adanya pergeseran sistem tersebut, menuntut Pemerintah Daerah bersaing untuk tercapainya peningkatan kemandirian Pemerintah Daerah yang dapat diraih melalui kebijakan desentralisasi. Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi yang merupakan acuan dasar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau yang sering disebut dengan Good Governance. Pemerintahan yang baik ini merupakan suatu tanda keberhasilan dalam menjalankan tugas yang sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Dengan demikian pemerintah sebagai pelaku utama untuk menjalankan Good Governance yang dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih akurat. Pelayanan publik merupakan salah satu pilihan strategis untuk implementasi Good Governance dengan melalui organisasi pelayanan publik. 


Konsep Good Governance muncul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Menerapkan praktik Good Governance dapat dilakukan secara bertahap 


sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan Good Governance di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintah melalui birokrasi. Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur Good Governance. Para pejabat publik, unsur-unsur dalam masyarakat sipil dan dunia usaha sama-sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik. 


Sekurang-kurangnya terdapat tiga alasan yang melatarbelakangi bahwa pembaharuan pelayanan publik dapat mendorong pengembangan praktik Good Governance di Indonesia. Pertama, perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh semua stakeholders, yaitu pemerintah, warga pengguna, dan para pelaku pasar. Pemerintah berkepentingan dengan upaya perbaikan pelayanan publik karena jika berhasil memperbaiki pelayanan publik mereka akan dapat memperbaiki legitimasi. Membaiknya pelayanan publik juga akan dapat memperkecil biaya birokrasi, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kesejahteraan warga pengguna dan efisiensi mekanisme pasar. Reformasi pelayanan publik akan memperoleh dukungan yang luas. Kedua, pelayanan publik adalah ranah dari ketiga unsur governance melakukan interaksi yang sangat intensif. Melalui penyelenggaraan layanan publik, pemerintah, warga sipil, dan para pelaku pasar berinteraksi secara intensif sehingga apabila pemerintah dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik, maka manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan para pelaku pasar. Hal 


[bookmark: _GoBack]seperti ini penting dilakukan agar warga dan pelaku pasar semakin percaya bahwa pemerintah memang telah serius melakukan perubahan. Adanya kepercayaan (trust) antara pemerintah dan unsur-unsur non-pemerintah merupakan prasyarat yang sangat penting untuk menggalang dukungan yang luas bagi pengembangan praktik Good Governance di Indonesia. Trust juga sangat penting untuk meyakinkan mereka bahwa Good Governance bukan hanya mitos tetapi dapat menjadi realitas apabila pemerintah dan unsur-unsur non-pemerintah bekerja keras dan mampu menggalang semua potensi yang dimilikinya untuk mewujudkan Good Governance. Ketiga, nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik Good Governance dapat diterjemahkan secara relatif lebih mudah dan nyata melalui pelayanan publik. Nilai seperti efisiensi, keadilan, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dapat diukur secara mudah dalam praktik penyelenggaraan layanan publik. Para agen pembaharuan praktik pemerintahan dapat memulai eksperimentasi mereka pada ranah pelayanan publik dengan mengembangkan sistem pelayanan publik yang efisien dan berkeadilan, transparan, akuntabel, serta partisipatif. Keberhasilan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam ranah pelayanan publik dapat ditularkan pada ranah yang lain. Dengan cara seperti ini maka Good Governance secara bertahap dapat dilembagakan di dalam setiap aspek kegiatan pemerintahan.


Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik, Organisasi pelayanan publik adalah salah satu organisasi pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat. 


Organisasi pelayan publik sangat ditekankan dalam hal melayani masyarakat, pelayanan tersebut harus sangat memadai dan maksimal karena tujuan utama dari organisasi tersebut adalah pelayan terhadap publik. Pelayanan publik dari organisasi tersebut menjadi hal utama yang dibutuhkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Pemerintah merupakan suatu entitas yang mempunyai fungsi dan tujuan memberikan layanan publik kepada masyarakat dengan menjalankan peran sebagai organisasi non profit. Pelayanan publik didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban, dan tujuan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang memiliki karakteristik sebagai barang publik. Pemerintah berkewajiban melayani setiap warga negara atau penduduk untuk memenuhi hak serta kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Oleh karena itu dalam melayani masyarakat harus mempertimbangkan aspek kebutuhan dan kepuasan masyarakat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. 
Penerapan prinsip-prinsip Good Governance sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja aparatur negara. Karena dalam pemerintahan itu pemerintah sudah membuat konsep prinsip-prinsip Good Governance untuk meningkatkan sebuah kemampuan dalam birokrasi agar mewujudkan pelayanan publik/tata pemerintah yang baik, disamping itu juga masih ada lapisan masyarakat menganggap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah sarat dengan permasalahan, misalnya prosedur pelayanan yang berteletele, ketidakpastian waktu dan harga yang menyebabkan pelayanan menjadi sulit dijangkau secara wajar oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadi ketidakpercayaan kepada pemberi pelayanan dalam hal ini birokrasi sehingga masyarakat mencari jalan alternatif untuk mendapatkan pelayanan melalui cara tertentu yaitu dengan memberikan biaya tambahan.pasti cenderung lamban, tidak profesional, serta biayanya mahal.
Agar Good Governance dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. karena sebuah Good Governance yang efektif akan menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Oleh karena itu sebuah konsep penerapan Good Governance dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance berpendapat bahwa pemerintahan di Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam menerapkan standar Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan standar internasional (Sutedi, 2011)
Aparatur pelayanan publik di Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon sudah menjadi kewajiban bagi mereka untuk mempersiapkan diri dalam penerapan prinsip-prinsip Good Governance yang lebih maksimal lagi, karena kualitas dan tingkat kemajuan suatu daerah sangat besar pengaruhnya dengan kualitas pelayanan. Apalagi dalam menghadapi perkembangan zaman dan teknologi. Agar tercapainya kemakmuran dan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintahan, hal ini sangat perlu di perhatikan agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon ditemukan adanya masalah mengenai pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat Hal itu ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:
1. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur pelayanan
2. Kurangnya sinergitas antara pemerintah kelurahan dan stakeholder mengenai surat pengantar yang dibutuhkan dan yang dikeluarkan
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengkaji tentang “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik Di Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon”
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Berdasakan latar belakang diatas maka dalam penelitian ini ada beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian adalah sebagai berikut :
1. [bookmark: _Hlk63424205]Bagaimana Pelayanan Publik di Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon?
2. Faktor apa sajakah yang menghambat Pelayanan Publik menuju Good Governance di Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Pelayanan Publik menuju Good Governance di Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon?
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Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui Pelayanan Publik di Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon 
2 Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang menghambat Pelayanan Publik menuju Good Governance di Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon?
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Pelayanan Publik menuju Good Governance di Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon
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Dari hasil penelitian ini, maka kegunaan penelitian yang penulis diharapkan adalah sebagai berikut :
1. Secara teoritis 
a. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan bagi peneliti mengenai Good Governance dan pelayanan publik
b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai Good Governance dan pelayanan publik
c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi terhadap pengembangan teori Good Governance mengenai pelayanan publik

2. Secara Praktis
Diharapkan dapat memberikan masukan untuk melakukan penyempurnaan dalam pelayanan publik menuju Good Governance di Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon
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